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Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK kerap menimbulkan berbagal permasalahan karena
kedudukan BPSK yang acap kali dianggap sebelah mata karena putusan yang dihasilkannya sering
dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ketika diajukan keberatan melalui
Pengadilan. Padahal, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 54 Ayat (3) menjelaskan
bahwa putusan dari majelis hakim BPSK adalah final dan juga mengikat, tetapi hal tersebut dipatahkan
dengan Pasal 56 Ayat (3) Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang menimbulkan ketidakpastian
hukum terhadap kekuatan hukum tersendiri di dalam putusan BPSK. Rumusan masalah yang digunakan
adalah Bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai
lembaga penyel esaian sengketa alternatif konsumen? Dan Bagaimana analisis hukum terhadap keberadaan
Badan Badan Penyel esaian Sengketa Konsumen dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor
295/Pdt.Sus/BPSK/2020/PN Bks Jo. Putusan Nomor 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021? Metode penelitian yang
digunakan oleh Penulis adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasl|
penelitian menjelaskan bahwa keberadaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebaga
lembaga penyel esaian sengketa alternatif ketika putusan yang dikeluarkan olen BPSK tersebut digjukan
keberatan oleh Para Pihak menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam

pel aksanaannya putusan BPSK cenderung dibatal kan dan/atau dikatakan BPSK tidak berwenang melakukan
mengadili atas sengketa konsumen yang digjukan. Padahal dalam pelaksanaan dan fakta di lapangannya
bahwa tidak sedikit Pengadilan Negeri membatalkan Putusan BPSK yang dapat dibuktikan hubungan
hukum dari para pihak yang bersengketa adalah hubungan antara pel aku usaha dan konsumen. Putusan
Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 295/Pdt.Sus/BPSK/2020/PN Bks adalah putusan yang kemudian
memperkuat Putusan Badan Penyel esaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Nomor 011/BPSK-BK $/2020
yang memberikan sanksi denda administratif kepada Tergugat atau Pelaku Usaha dalam perbuatannya yang
menyebabkan tidak sampainya paket barang yang dipesan oleh Penggugat dan adanya kesengajaan yang
dilakukan oleh Karyawan Tergugat atau Pelaku Usaha yang mengganti jenis pengiriman dan juga
pengurangan berat sehingga adanya selisih harga dan menyebabkan Penggugat atau Konsumen mengal ami
kerugian. BPSK memiliki kewenangan melakukan penyel esaian sengketa konsumen yang didasarkan pada
perbuatan melawan hukum, sebagaimana Putusan BPSK K ota tersebut yang memperkuat karena hakim
dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan
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melawan hukum.

...... Settlement of consumer disputes through BPSK often gives rise to various problems because BPSK's
position is often underestimated because the decisions it produces are often annulled and do not have
binding legal force when objections are submitted to the Court. In fact, in the Consumer Protection Law
Article 54 Paragraph (3) explains that the decision of the BPSK panel of judgesisfinal and binding, but this
isviolated by Article 56 Paragraph (3) of the Consumer Protection Law which creates legal uncertainty
regarding the power of separate law in the BPSK decision. The problem formulation used is: What isthe
authority of the Consumer Dispute Resolution Agency as an alternative consumer dispute resolution
institution? And what is the legal analysis of the existence of the Consumer Dispute Resolution Agency in
the Bekasi City BPSK decision Number 295/Pdt.Sus/BPSK/2020/PN Bks Jo. Decision Number

175K /Pdt.Sus-BPSK/20217? The research method used by the author is normative juridical with a statutory
and case approach. The research results explain that the existence of the decision of the Consumer Dispute
Resolution Agency as an alternative dispute resolution institution when the decision issued by BPSK is
objected to by the Parties creates legal uncertainty. Thisis because in itsimplementation BPSK decisions
tend to be annulled and/or it is said that BPSK does not have the authority to adjudicate consumer disputes
that are submitted. In fact, in practice and in the facts on the ground, quite afew District Courts cancel
BPSK decisions which can be proven that the legal relationship of the parties to the dispute is the
relationship between business actors and consumers. Bekasi City BPSK Decision Number
295/Pdt.Sus/BPSK/2020/PN Bks is a decision which then strengthens the Decision of the Bekasi City
Consumer Dispute Settlement Agency Number 011/BPSK-BK $/2020 which imposes administrative fines
on Defendants or Business Actors for their actions. causing the package of goods ordered by the Plaintiff not
to arrive and the Defendant's Employees or Business Actors deliberately changing the type of delivery and
also reducing the weight, resulting in a price difference and causing the Plaintiff or Consumer to suffer
losses. BPSK has the authority to resolve consumer disputes based on unlawful acts, as confirmed by the
BPSK City Decision because the judge in his consideration explained that the actions carried out by the
Defendant were unlawful.



